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MOTTO 

 

Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 

memudahkan baginya jalan ke surga. 

 

(terjemahan HR Muslim)*
 )1 

 

Don’t worry about a thing, every little thing’s is gonna be alright. 

 

(Bob Marley)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
) Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: PT 

Kumudasmoro Grafindo. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

 Pemerintah harus berusaha mengedepankan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dalam setiap penyelenggaran kegiatan negara. Hal 

tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Dasar  Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usaha pemerintah untuk mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah dapat terlihat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran memiliki 

peran untuk mensejahterakan rakyat serta dapat menjadi cerminan kinerja dan 

kemampuan pemerintah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan 

pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.  

 Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dalam penyusunannya 

diperlukan adanya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS 

merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran atau yang biasa disebut dengan 

RKA-SKPD.  Penyusunan anggaran  pada SKPD merupakan siklus penting  yaitu 

untuk membantu pelaksana dalam merencanakan kegiatan dan memberikan 

gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan 

kegiatan tersebut sebagai pertanggung jawaban sehingga penyimpangan-

penyimpangan dapat diminimalisasi. Anggaran merupakan salah satu alat yang  

memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat. Tata kelola anggaran yang baik berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anggaran harus benar-

benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi 

keanekaragaman daerah. 
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 Prosedur penyusunan  anggaran belanja penting untuk dipahami oleh para 

pihak yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Prosedur penyusunan 

anggaran merupakan instrumen penting yang harus dipahami untuk menghasilkan 

anggaran yang efektif dan efisien. Kesalahan yang terjadi pada proses penyusunan 

anggaran akan berdampak pada program dan kegiatan yang kebutuhannya telah 

dianggarkan di dalam anggaran tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka Praktek Kerja Nyata ini diberi judul 

“PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PADA BADAN 

PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO” 

  

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 

a. untuk mengetahui dan  memahami prosedur penyusunan anggaran belanja pada 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo; 

b. untuk membantu proses pelaksanaan penyusunan anggaran belanja pada Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. 

  

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

 Mahasiswa memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman 

praktis/kerja tentang prosedur penyusunan anggaran belanja pada Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah Kabpaten Situbondo 

 

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Praktek kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. Jl. PB. Sudirman 

No. 01 Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo. Surat permohonan 
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melaksanakan PKN dan surat keterangan selesai melaksanakan PKN dilampirkan 

pada halaman 60-61. 

 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan 

terhitung sejak tanggal 01 Maret – 31 Maret 2017. Adapun waktu pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja pada Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo 

sebagai berikut: 

Senin - Kamis  : 07.00-16.00 WIB 

Istirahat  : 12.00-13.00 WIB 

Jum’at   : 07.00-11.00 WIB 

Sabtu - Minggu : Libur 

Keterangan waktu pelaksanaan PKN dilampirkan dalam bentuk daftar hadir pada 

lampiran 2 halaman 59. 

 

1.4 Jadwal Praktek Kerja Nyata 

 Jadwal kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata dengan 

realisasi waktu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan PKN 

NO KETERANGAN MINGGU KE- 

I II III IV 

1 Pengajuan surat permohonan PKN kepada 

instansi yang terkait  

     

2 Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan 

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Situbondo  

     

3 Melaksanakan tugas yang diberikan         

4 Menyusun catatan dan mengumpulkan data-

data terkait pembuatan Laporan Praktek 

Kerja Nyata 

       

5 Perpisahan dengan karyawan Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

 Menurut Arini T Soemohadiwidjojo (2017:3) prosedur merupakan 

instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelsaikan sebuah tugas rutin atau 

tugas yang berulang untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan 

yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Lilis Puspitawati 

dan Sri Dewi Anggadini (201:23) dalam buku yang berjudul “Sistem Informasi 

Akuntansi”  mengemukakan  bawha prosedur adalah: “Serangkaian 

langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-

urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan”. 

 

2.2 Anggaran 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

 Menurut Ida Bagus Agung Darmanegara (2010: 2) Anggaran merupakan 

suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan 

perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk 

jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan hasil 

kerja (output) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan masa 

mendatang. Karena anggaran merupakan hasil kerja (output), maka anggaran 

dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. 

2.2.2 Fungsi Anggaran 

Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk tindakan yang 

dinyatakan dalam istilah-istilah keuangan. Anggaran adalah alat manajerial yang 

memastikan pencapaian target organisasional dan memberikan pedoman yang 

rinci untuk operasi harian. 

Ada beberapa fungsi anggaran menurut Ida Bagus Agung Darmanegara 

(2010: 4)  yaitu: 

a. anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan perencanaan; 
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b. anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang 

mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi; 

c. anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang 

menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara satu 

dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak; 

d. dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran 

berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat 

dibandingkan; 

e. anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 

manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau 

kelemahan perusahaan; 

f. anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer 

maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan 

operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. 

 

2.2.3 Jenis Anggaran 

 Jenis anggaran penting untuk dipahami guna memahami seluruh gambaran 

dan bagaimana anggaran ini saling berhubungan. Walaupun sebuah perusahaan 

berharap posisi keuangan mereka diungkapkan dalam satu dokumen yang disebut 

anggaran, dalam banyak organisasi “anggaran” sebenarnya tersusun dari beberapa 

anggaran keuangan berbeda. Tidak seperti laporan keuangan, format anggaran 

tidak dipengaruhi oleh kebutuhan eksternal, sehingga organisasi spesifik dan isi 

dari anggaran didikte oleh misi bisnis dan struktur dan dengan pilihan manajerial 

(Ida Bagus Agung Darmanegara 2010: 7). Jenis-jenis anggaran terdiri dari: 

a. anggaran statistik; 

b. anggaran pendapatan; 

c. anggaran belanja; 

d. anggaran operasi; 

e. anggaran kas. 
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2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Anggaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tidak terlepas pada setiap 

pelaksanaan anggaran. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

anggaran pada saat melakukan kegiatan penyusunan anggaran sangatlah penting 

agar tujuan yang akan dicapai dapat terealisasikan. Menurut Munadar (2001 : 12) 

terdapat 2 faktor yang mempengaruhi anggaran yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

a. Faktor Internal 

1) data penjualan pada tahun lalu; 

2) kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual; 

3) kapasitas produksi perusahaan; 

4) tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlah maupun 

keterampilannya. 

b. Faktor Eksternal 

1) keadaan persaingan; 

2) tingkat pertumbuhan penduduk.; 

3) tingkat penghasilan masyarakat; 

4) keadaan perekonomian nasional maupun internasional; 

5) kemajuan teknologi. 

 

2.2.5 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Anggaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila penyusunan anggaran 

sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Menurut M.Nafarin (2000 : 8-9) 

tahapan penyusunan anggaran terdiri dari tahap penentuan pedoman perencanaan, 

tahap persiapan anggaran, tahap penentuan anggaran dan tahap pelaksanaan 

anggaran. 

a. Tahap penentuan pedoman perencanan 

Anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran yang akan datang 

hendaknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya 

dimulai.  

b. Tahap persiapan anggaran 
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Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu 

menyusun ramalan penjualan. 

c. Tahap penentuan anggaran 

Pada setiap penentuan anggaran akan diadakan rapat dari semua manajer 

beserta direksi. Tujuan rapat tersebut yaitu: 

1) perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap kompone anggaran; 

2) mengkoordinasikan dan menelaah komponen-komponen anggaran; 

3) pengesahan dan pendistribusian anggaran. 

d. Tahap pelaksanaan anggara 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan anggaran. Untuk  kepentingan 

pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran untuk 

disampaikan pada direksi. 

 

2.2.6 Kelemahan Anggaran 

Tanda kelemahan anggaran adalah sebagai berikut: 

a. tujuan manajerial tidak realistis atau tepat; 

b. manajemen yang tidak terpusat; 

c. pengambilan anggaran terlalu lama untuk dipersiapkan; 

d. penyiapan anggaran tidak familiar dengan operasi sepanjang anggaran dan 

tidak melakukan pencarian informasi; 

e. persiapan anggaran tidak mempertahankan arus; 

anggaran dipersiapkan menggunakan cara berbeda setiap tahun; 

f. terdapat sebuah kekurangan dari informasi mentah ke dalam proses 

penganggaran; 

g. terdapat sebuah kekurangan komunikasi diantara yang terlibat dalam 

penganggaran dan operasi personalia; 

h. anggaran dirumuskan tanpa input dari seluruh yang mempengaruhinya. Ini 

akan menghasilkan kesalahan penganggaran, persiapan anggaran tidak 

berjalan kedalam bidang operasi; 

i. manajer mengabaikan anggaran karena dianggap tidak realistis. 
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2.3 Anggaran Belanja Daerah 

 Menurut Undang-undang No. 58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Berdasarkan undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut 

diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar 

yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada 

standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Belanja daerah urusan pemerintahan wajib yang tidak 

terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada 

analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 

 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

meliputi: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 

e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan 

f. sosial. 

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

meliputi: 

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan idup; 

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
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i. perhubungan; 

j. komunikasi dan informasi; 

k. koperasi, usaha kecil dan menengah; 

l. penanaman modal; 

m. kepemudaandan olahraga; 

n. statistik; 

o. persandian; 

p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. kehutanan; 

e. energi dan sumber daya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian. 

 Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja 

daerah terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Belanja Tidak Langsung 

 Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, 

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

belanja batuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 

2) Belanja Langsung 

 Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu 
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kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja langsung untuk 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah ini dianggarkan pada 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Gambaran Singkat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Situbondo 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Situbondo merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang 

keuangan. BPPKAD dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. BPPKAD mempunyai 

tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPKAD Kabupaten Situbondo 

berpedoman pada: 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 

2. Undang-undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggug Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan 

Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum;  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. 

 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo pertama kali berdiri pada tahun 2009 dengan nama Dinas  Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2015 

DPKAD berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Situbondo. Nama DPPKAD bertahan sampai 

dengan tahun 2016 dan pada tahun 2017 DPPKAD berganti nama menjadi Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten 

Situbondo. 

 

3.2 Struktur Organisasi  

3.2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Situbondo 

Struktur organisasi sangat diperlukan oleh suatu instansi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian dilakukan untuk mencegah 

terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Berikut 

adalah bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo: 
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3.2.2 Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian 

Pada masing masing bagian dari struktur organisasi pada Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo 

mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan bupati 

situbondo tahun 2016. Berikut uraiannya : 

a. Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan 

pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

b. Sekertariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan 

administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan dan 

berfungsi sebagai: 

1) pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga badan, 

dan administrasi di lingkungan badan; 

2) penyusunan rencana kegiatan tahunan badan; 

3) pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan 

badan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

4) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP) di lingkup badan; 

5) penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu; 

6) pelaksanaan urusan keuangan; 

7) pelaksanaan urusan umum; 

8) pelaksanaan urusan kepegawaian; 

9) pelaksanaan urusan aset badan; 

10) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

11) pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Badan dan bidang-

bidang di lingkungan badan; 

12) pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 
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13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Sekertariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 sub 

bagian, yaitu : 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan 

tata usaha kepegawaian dan berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan; 

(ii) pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian 

barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain; 

(iii) pelaksanaan urusan surat-menyurat; 

(iv) pencatatan dan pelaporan barang inventaris; 

(v) pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; 

(vi) pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan; 

(vii) penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi 

pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut 

Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut 

kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, 

pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian 

tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, 

kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu 

asuransi kesehatan; 

(viii) pembinaan kepegawaian di lingkungan badan: 

(ix) penyelenggaraan kesejahteraan pegawai 

(x) penyusunan Laporan Kepegawaian; 

(xi) penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkup 

badan; 

(xii) pelaksanaan ketatausahaan;  

(xiii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

(xiv) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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b) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha 

keuangan dan berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi 

pembukuan,  realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta 

pembayaran gaji pegawai; 

(ii) penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; 

(iii) pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran 

Badan 

(iv) penyusunan laporan kegiatan pengadaan barang/jasa; 

(v) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

(vi) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan 

(vii) pelaksanaan  tugas kedinasan  lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c) Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan dan 

berfungsi sebagai: 

(i) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

Badan; 

(ii) penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen 

pelaksanaan anggaran; 

(iii) penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan; 

(iv) pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Badan; 

(v) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di 

lingkup Badan; 

(vi) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah pada urusan penunjang bidang keuangan; 

(vii) penyusunan evaluasi kegiatan Badan; 

(viii) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan; 
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(ix) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD); 

(x) penyusunan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; 

(xi) pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Badan; 

(xii) penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa keperluan Badan; 

(xiii) penyiapan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima 

Hasil Pekerjaan (PPHP); 

(xiv) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

(xv) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; 

dan 

(xvi) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis bidang pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

berfungsi sebagai: 

1) perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 

2) pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan 

mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

3) penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

4) penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  

5) pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan 

berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan 

retribusi daerah; 

6) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

7) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan;  
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8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 sub bidang, yaitu : 

a) Sub Bidang Pendataan 

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan 

pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta penelitian dan 

penilaian objek pajak daerah dan retribusi daerah dan berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah dan 

pendistribusian formulir pendaftaran, SPTPD, SPTRD/SPOP/LSPOP 

PBB kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi ; 

(ii) pelaksanaan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah; 

(iii) pelaksanaan penelitian dan penilaian lapangan objek pajak daerah 

dan retribusi daerah; 

(iv) pelaksanaan ketatausahaan; 

(v) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan 

(vi) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b) Sub Bidang Pengolahan Data 

Sub Bidang Pengolahan data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan 

data pajak daerah dan retribusi daerah meliputi penerbitan dan distribusi 

SPTPD, SPTRD, SPOP dan LSPOP PBB serta membuat dan memelihara 

Daftar Induk Wajib Pajak dan  menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD) dan berfungsi sebagai: 

(i) penerimaan formulir dan pengolahan data pendaftaran, SPTPD, 

SPTRD/SPOP/LSPOP PBB serta pemeriksaan kelengkapan 

permohonan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah ; 

(ii) pengolahan data perolehan objek pajak daerah dan retribusi daerah;  

(iii) pelaksanaan entry data mutasi, dan data hasil pelayanan pajak daerah 

dan retribusi daerah;  
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(iv) penyiapan penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah serta SSPD BPHTB;  

(v) pembuatan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak serta  

penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

(vi) pelaksanaan ketatausahaan; 

(vii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(viii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c) Sub Bidang Penetapan 

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan 

menetapkan nilai objek dan subjek pajak daerah serta retribusi daerah dan 

berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan perhitungan dan menetapkan  nilai objek dan subjek 

pajak daerah dan retribusi daerah; 

(ii) penyiapan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah; 

(iii) penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan NPWP serta NOP  Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah; 

(iv) pelaksanaan validasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

(v) penerbitan  SPPT PBB, DHKP dan SKPD/SKRD; 

(vi) pelaksanaan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

(vii) pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB dan SKRDKB), Surat Ketetapan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT 

dan SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah Nihil 

(SKPDN dan SKRDN), Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

Lebih Bayar (SKPDLB dan SKRDLB); 

(viii) pelaksanaan ketatausahaan; 

(ix) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 
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(x) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 

Bidang Penagihan, Keberatan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, 

menyusun laporan, verifikasi piutang, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi di 

bidang Penagihan, keberatan, dan penyuluhan Pajak Dan Retribusi Daerah 

serta menyusun laporan pendapatan daerah dan berfungsi sebagai: 

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang sistem dan prosedur 

penagihan dan keberatan; 

2) penyusunan laporan pendapatan daerah; 

3) pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan; 

4) pelaksanaan verifikasi piutang pajak daerah dan retribusi daerah; 

5) pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, 

pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, 

kompensasi dan permohonan banding; 

6) pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan; 

7) pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; 

8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penagihan, keberatan dan 

penyuluhan pajak dan retribusi daerah; 

9) penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang 

pendapatan daerah; 

10) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

11) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Penagihan Keberatan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 sub bidang, yaitu : 
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a) Sub Bidang Penagihan 

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak 

daerah dan retribusi daerah serta penagihan piutang pajak daerah dan 

retribusi daerah dan kurang bayar pajak daerah dan retribusi daerah serta 

pendapatan daerah lainnya ddan berfungsi sebagai: 

(i) penyiapan dan penyampaian SPPT PBB P2 dan SKPD/SKRD; 

(ii) penyiapan dan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan penagihan; 

(iii) pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta 

penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah dan kurang 

bayar pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah 

lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; 

(iv) penyiapan dan penyampaian surat peringatan, teguran dan sanksi 

administrasi pajak daerah dan retribusi daerah; 

(v) pemrosesan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; 

(vi) pelaksanaan ketatausahaan; 

(vii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(viii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai tugas dan fungsinya. 

b) Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan 

Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan rencana dan kebijakan, survey dan penelitian, estimasi, 

pengawasan dan pengendalian bidang pembangunan dan perencanaan 

teknis pengairan dan berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, 

pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan sanksi 

administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan  banding pajak 

daerah dan retribusi daerah; 

(ii) pelaksanaan proses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, 

dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah 

dan retribusi daerah; 
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(iii) pelaksanaan proses permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; 

(iv) pelaksanaan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya; 

(v) pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan 

pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya; 

(vi) pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2; 

(vii) penyiapan laporan pendapatan daerah; 

(viii) penyiapan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; 

(ix) penyusunan laporan kadaluarsa pajak daerah dan retribusi daerah; 

(x) pelaksanaan ketatausahaan; 

(xi) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(xii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

c) Sub Bidang Penyuluhan Monitoring dan Evaluasi 

Sub Bidang Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan pajak daerah dan 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya, monitoring dan evaluasi 

di bidang pajak dan retribusi daerah dan berfungsisebagai: 

(i) pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan penyuluhan di bidang pajak 

dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

(ii) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pajak dan retribusi 

daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

(iii) penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang pajak dan 

retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 

(iv) penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;  

(v) pelaksanaan ketatausahaan; 

(vi) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang 

Pengairan; dan 
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(vii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengairan sesuai dengan tugasnya. 

e. Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembukuan, administrasi 

penerimaan dan pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas, pengendalian 

dan mengelola utang dan piutang daerah di bidang perbendaharaan dan 

berfungsi sebagai: 

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan 

pengeluaran kas; 

2) pelaksanaan pembukuan, administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah 

berupa kas dan setara kas; 

3) pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran 

atas beban rekening kas umum daerah; 

4) pengelolaan utang dan piutang daerah; 

5) penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang 

berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; 

6) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

7) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 

3 sub bidang, yaitu : 

a) Sub Bidang Penatausahaan Gaji dan Penerimaan Kas Daerah 

Sub Bidang Penatausahaan Gaji dan Penerimaan Kas Daerah mempunyai 

tugas melaksanakan penatausahaan gaji dan penerimaan kas daerah dan 

berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah 

dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas 

umum daerah; 

(ii) pelaksanaan penelitian penerbitan Daftar Gaji PNSD; 
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(iii) pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan 

Pungutan Fihak Ketiga (PFK) Gaji;  

(iv) pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat 

Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); 

(v) pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan daerah 

berupa kas dan setara kas; 

(vi) pelaksanaan pemeriksaan, penganalisaan dan pengevaluasian 

pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas; 

(vii) pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait 

dalam rangka penyusunan posisi kas; 

(viii) pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;  

(ix) pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

(x) pelaksanaan ketatausahaan; 

(xi) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(xii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

b) Sub Bidang Penatausahaan Pengeluara Kas Daerah 

Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan penatausahaan pengeluaran kas daerah dan berfungsi 

sebagai: 

(i) penyusunan anggaran kas daerah;  

(ii) penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian 

pelaksanaan anggaran kas; 

(iii) penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Pengguna 

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, 

Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, 

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Ijin Pembukaan/Penggunaan 

Rekening, Perjanjian Kerjasama dengan pihak perbankan sebagai 

bank persepsi, Pelimpahan wewenang, Koordinator Pengelola 
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Keuangan Derah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara 

Umum Daerah; 

(iv) pelaksanaan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

(v) pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen 

Surat Perintah Membayar (SPM); 

(vi) pelaksanaan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) dan daftar penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

(vii) pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) dengan SKPD dan instansi terkait dalam 

rangka pengendalian kas daerah; 

(viii) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta 

melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD; 

(ix) penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran 

kas; 

(x) penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan 

Barang Milik Daerah; 

(xi) pelaksanaan ketatausahaan; 

(xii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(xiii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

c) Sub Bidang Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Fungsional 

Sub Bidang Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Fungsional 

mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat pertanggungjawaban 

fungsional dan berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan dan penelitian surat 

pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara penerimaan 

dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD;  

(ii) pelaksanaan rekap dan pencatatan surat pertanggungjawaban (SPJ) 

fungsional dan membuat bukti rekonsiliasi surat 
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pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara penerimaan 

dan bendahara pengeluaran seluruh SKPD. 

(iii) pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi pengajuan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D);  

(iv) pelaksanaan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan 

bendahara pengeluaran SKPD/PPKD; 

(v) penyusunan petunjuk teknis penatausahaan SPBD 

(vi) pelaksanaan ketatausahaan; 

(vii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(viii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

f. Bidang Akuntansi 

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan perumusan sistem dan prosedur, kebijakan, pedoman teknis, dan 

pembinaan teknis pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah dan 

berfungsi sebagai: 

1) pelaksanaan perumusan sistem dan prosedur pelaporan keuangan daerah;  

2) penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi serta pedoman teknis 

pelaporan; 

3) pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

4) pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan daerah; 

5) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

6) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang akuntansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 sub 

bidang, yaitu : 

a) Sub Bidang Akuntansi Wilayah I 
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Sub Bidang Akuntansi Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan petunjuk teknis dan laporan pertanggungjawab APBD, 

rekonsiliasi, konsolidasi dan pembinaan teknis laporan keuangan pada 

Dinas Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan berfungsi 

sebagai: 

(i) penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah; 

(ii) penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD pada Dinas Daerah; 

(iii) pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada 

Dinas Daerah; 

(iv) pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

(v) penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan 

perubahan saldo anggaran lebih dan laporan operasional pemerintah 

daerah; 

(vi) pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah; 

(vii) pelaksanaan ketatausahaan; 

(viii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(ix) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

b) Sub Bidang Akuntansi Wilayah II 

Sub Bidang Akuntansi Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan laporan perubahan ekuitas, neraca dan sistem akuntansi, 

laporan pertanggungjawab APBD, rekonsiliasi, konsolidasi dan pembinaan 

teknis laporan keuangan pada inspektorat, badan dan satuan polisi pamong 

praja serta badan usaha milik daerah (BUMD). Dan berfungsi sebagai: 

(i) penyiapan bahan penyusunan laporan perubahan ekuitas dan neraca 

pemerintah daerah; 

(ii) penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah; 
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(iii) penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD pada inspektorat, badan dan satuan polisi 

pamong praja; 

(iv) pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan pada 

inspektorat, badan dan satuan polisi pamong praja; 

(v) pelaksanaan rekonsiliasi  laporan keuangan pada badan usaha milik 

daerah (BUMD); 

(vi) pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan keuangan daerah; 

(vii) pelaksanaan ketatausahaan; 

(viii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(ix) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

c) Sub Bidang Akuntansi Wilayah III 

Sub Bidang Akuntansi Wilayah III sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) 

huruf f angka 3, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan laporan 

arus kas dan catatan, petunjuk teknis, laporan pertanggungjawab APBD, 

rekonsiliasi, konsolidasi dan pembinaan teknis laporan keuangan pada 

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan dan berfungsi 

sebagai: 

(i) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 

Badan; 

(ii) penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen 

pelaksanaan anggaran;penyiapan rencana pelaksanaan anggaran 

Badan; 

(iii) pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Badan; 

(iv) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di 

lingkup Badan; 

(v) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah pada urusan penunjang bidang keuangan; 

(vi) penyusunan evaluasi kegiatan Badan; 

(vii) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Badan; 
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(viii) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD); 

(ix) penyusunan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan; 

(x) pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Badan; 

(xi) penyusunan rencana kebutuhan barang/jasa keperluan Badan; 

(xii) penyiapan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang, Panitia Penerima 

Hasil Pekerjaan (PPHP); 

(xiii) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

(xiv) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; 

dan 

(xv) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

g. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan perumusan prosedur, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, 

pengendalian, menyusun raperda APBD/PAPBD, raperbup penjabaran 

APBD/APBD dan rancangan RKA-PPKD dan DPA-PPKD serta penatausahan 

belanja hibah, bantuan, bagi hasil pajak/retribusi, tidak terduga dan 

pengeluaran pembiayaan dan berfungsi sebagai: 

1) pelaksanaan perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD; 

2) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran; 

3) pengendalian penyusunan anggaran;  

4) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan 

APBD; 

5) penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan 

penjabaran perubahan APBD; 
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6) penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD); 

7) pembinaan administrasi keuangan; 

8) penatausahaan belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak/retribusi 

daerah, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran 

pembiayaan; 

9) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

10) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan  

11) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 sub 

bidang, yaitu : 

a) Sub Bidang Anggaran Wilayah I 

Sub Bidang Anggaran Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD dan 

DPA-SKPD serta pengesahan DPA-SKPD pada Dinas dan berfungsi 

sebagai: 

(i) penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran 

daerah pada dinas daerah; 

(ii) penyiapan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada dinas daerah; 

(iii) pelaksanaan verifikasi rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-

SKPD) dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD 

pada dinas daerah; 

(iv) penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD 

(DPA-SKPD) pada dinas daerah; 

(v) pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan; 

(vi) pelaksanaan ketatausahaan; 

(vii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 
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(viii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

b) Sub Bidang Anggaran Wilayah II 

Sub Bidang Anggaran Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan, kebijakan, rancangan 

APBD, verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta pengesahan DPA-

SKPD pada inspektorat, badan, dan satuan polisi pamong praja serta 

raperda APBD/PAPBD dan raperbup penjabaran APBD/APBD dan 

berfungsi sebagai: 

(i) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 

berkenaan. 

(ii) penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran dan 

rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Inspektorat, Badan, 

dan Satuan Polisi Pamong Praja. 

(iii) pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-

SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada 

Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja; 

(iv) penyiapan Bahan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

SKPD (DPA-SKPD) pada Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi 

Pamong Praja ; 

(v) penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah ; 

(vi) penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD dan Perubahan APBD ; 

(vii) penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD; 

(viii) pelaksanaan ketatausahaan; 

(ix) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(x) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
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c) Sub Bidang Anggaran Wilayah III 

Sub Bidang Anggaran Wilayah III mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan, rancangan APBD, verifikasi RKA-SKPD dan 

DPA-SKPD serta pengesahan DPA-SKPD pada Sekretariat DPRD, 

Sekretariat Daerah, dan Kecamatan serta melaksanakan penatausahan 

belanja hibah, bantuan, bagi hasil pajak/retribusi, tidak terduga dan 

pengeluaran pembiayaan berfungsi sebagai: 

(i) penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan perencanaan 

anggaran dan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada 

Sekretariat  Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 

(ii) pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-

SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pada 

Sekretariat  Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 

(iii) penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD 

(DPA-SKPD) pada Sekretariat  Daerah, Sekretariat DPRD dan 

Kecamatan; 

(iv) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD); 

(v) pelaksanaan penatausahaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam 

bentuk uang, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan 

dan Belanja Tidak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan; 

(vi) pelaksanaan ketatausahaan; 

(vii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(viii) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

h. Bidang Aset 

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 

penyusunan rencana kebutuhan, menyelenggarakan pemanfaatan, 

pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian, penatausahaan dan 
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penghapusan, penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang 

milik daerah dan berfungsi sebagai: 

1) pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang 

milik daerah; 

2) pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan pemindahtanganan, 

pengamanan dan pengendalian barang milik daerah; 

3) penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; 

4) penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan 

barang milik daerah; 

5) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

6) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan; dan 

7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Aset dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 sub 

bidang, yaitu : 

a) Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Sub Bidang Analisa dan Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1, mempunyai tugas 

menyiapkan bahan rencana dan daftar kebutuhan, analisis standar harga, 

laporan hasil pengadaan, dan penetapan status penggunaan barang milik 

daerah dan berfungsisebagai: 

(i) penyiapan bahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (RKPBMD);  

(ii) penyiapan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik 

Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah (DKPBMD); 

(iii) penyiapan bahan penyusunan analisis standar harga barang; 

(iv) penyusunan dan penganalisa Laporan Hasil Pengadaan barang milik 

daerah dari SKPD yang berupa Laporan hasil pengadaan barang 

milik daerah secara periodik (bulanan, semesteran dan tahunan); 
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(v) penyiapan dan penganalisa bahan penetapan status Penggunaan 

Barang Milik Daerah; 

(vi) penyiapan rancangan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Barang 

Milik Daerah; 

(vii) penyiapan rancangan Perundang-undangan tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

(viii) pelaksanaan ketatausahaan; 

(ix) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(x) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

sesuai dengan tugasnya 

b) Sub Bidang Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik 

Daerah  

Sub Bidang Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik 

Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengamanan, 

pengawasan, pengendalian, penyimpanan dan penyaluran serta penertiban 

dan pemanfaatan barang milik daerah dan berfungsi sebagai: 

(i) pelaksanaan pendataan keberadaan aset pemerintah daerah; 

(ii) pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah, secara fisik, 

administrasi dan secara hukum; 

(iii) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap aset pemerintah 

daerah; 

(iv) pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah; 

(v) penyusunan laporan untuk penyimpanan dan penyaluran barang 

milik daerah; 

(vi) pelaksanaan  penertiban, pemanfaatan barang milik daerah 

(vii) pelaksanaan ketatausahaan; 

(viii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; da 

(ix) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 
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c) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 

mempunyai tugas menyiapkan bahan penatausahaan, pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan serta pemusnahan dan pengelolaan 

pemindahtanganan barang milik daerah dan berfungsi sebagai: 

(i) penyiapan bahan penatausahaan barang milik daerah; 

(ii) pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik 

daerah;  

(iii) pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan dan pendayagunaan Barang 

milik daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; 

(iv) pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah yang tidak dapat 

digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 

dipindahtangankan dan/atau terdapat alasan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(v) penyiapan bahan pengelolaaan Pemindahtanganan barang milik 

daerah; 

(vi) pelaksanaan penghimpunan usulan penghapusan dan pemrosesan 

penghapusan barang milik daerah; 

(vii) pelaksanaan ketatausahaan; 

(viii) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan 

(ix) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang 

sesuai dengan tugasnya. 

 

3.3 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo 

Kegiatan pokok Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: 

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 

daerah dan aset daerah; 

2. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

3. pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


36 
 

 
 

4. pengendalian pelaksanaan APBD; 

5. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah; 

6. pelaksanaan pemungutan pajak daerah 

7. penetapan SPD; 

8. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah; 

9. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

10. penyajian informasi keuangan daerah; dan 

11. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang 

milik daerah 

12. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;  

13. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di 

bidang keuangan;  

14. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan  

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  
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BAB 5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan 

pada BPPKAD Kabupaten Situbondo yang berhubungan dengan prosedur 

administrasi penyusunan anggaran belanja telah dapat diambil kesimpulan. Untuk 

menyusun anggaran belanja BPPKAD Kabupaten Situbondo memerlukan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran. 

Dokumen tersebut diantaranya Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Rancangan RKA berisi tentang 

rincian anggaran pendapatan dan belanja per bidang yang merupakan bahan untuk 

penyusuna RKA-SKPD. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, 

rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai 

dan tambahan penghasilan), rincian anggaran belanja langsung menurut program 

dan kegiatan SKPD. DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

Pengguna Anggaran.  

 Kegiatan dalam penyusunan anggaran belanja pada BPPKAD Kabupaten 

Situbondo diantaranya adalah pengisian formulir RKA-SKPD dan formulir DPA-

SKPD. Foemulir RKA-SKPD yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD 

anggaran belanja yaitu terdiri dari formulir RKA-SKPD 2.1 dan formulir RKA-

SKPD 2.2.1. Formulir DPA-SKPD yang digunakan untuk menyusun DPA-SKPD 

anggaran belanja yaitu terdiri dari formulir DPA-SKPD 2.1 dan formulir DPA-

SKPD 2.2.1. 
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Lampiran 1 : Persetujuan Penyusunan Laporan PKN 
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Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 : Surat Keterangan selesai melaksanalan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 : Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5 : Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6 :  RKA-SKPD Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung 
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Lampiran 7 :   RKA-SKPD Rincian Anggaran Belanja Langsung  
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Lampiran 8 : DPA-SKPD Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Tidak Langsung 
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Lampiran 9 :  DPA-SKPD Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Langsung  
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